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A. Latar Belakang

Perdagangan berbasis teknologi digital mengalami pertumbuhan pesat
di seluruh dunia sejak pandemi covid berlangsung. Banyak kemudahan yang
ditawarkan dalam transaksi ekonomi digital, membuat masyarakat tergantung
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama selama masa pembatasan
aktivitas (Lockdown).

Untuk saat ini, model belanja online menjadi pilihan yang tepat karena
adanya pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) terkait pandemi dan faktor-
faktor lain yang menyulitkan pembelian secara langsung. Juniar dan Jusrianti
menyatakan® bahwa adanya peraturan pembatasan sosial yang dikeluarkan
pemerintah, epidemi COVID-19 telah mengurangi mobilitas masyarakat,
yang pada gilirannya mengubah banyak bagian dari kehidupan masyarakat,
termasuk kebiasaan berbelanja mereka.

Metode perdagangan digital tetap menjadi pilihan utama masyarakat
dibandingkan kembali bertransaksi secara offline setelah pandemi covid
berakhir. Hal ini dikarenakan adanya berbagai kemudahan yang diperoleh
saat melakukan transaksi jual-beli secara online tersebut. Beberapa
kemudahan yang diperoleh saat berbelanja secara online antara lain adalah

sebagai berikut: (1) konsumen tidak perlu menghabiskan waktu untuk pergi

! Andi Maghfirah Juniar dan Jusrianti. 2021. “Belanja Online Di Masa Pandemi Covid-19:
Studi Kasus Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Kota Makassar”, Jurnal Emik, 4(1): 38.
https://doi.org/10.46918/emik.v4i1.850.



ke toko, bahkan konsumen tidak perlu harus ke luar negeri untuk berbelanja
barang (2) ketersediaan barang yang ditawarkan sangat beragam;? (3) adanya
berbagai kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan; (4) adanya keamanan
dan kenyamanan dalam berbelanja, (5) penawaran diskon pembelian barang
yang lebih praktis; serta (6) metode pembayaran atau transaksi yang jauh
lebih mudah.®

Adanya berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam perdagangan
berbasis digital (e-commerce) menjadikan transaksi yang dilakukan dalam
perdagangan ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data yang
dihimpun Mandiri Institute, pada 2017 nilai transaksi e-commerce di
Indonesia baru sekitar Rp42 triliun. Angka tersebut kemudian berangsur-
angsur naik hingga diestimasikan mencapai Rp454 triliun pada 2023.
Peningkatan transaksi e-commerce di Indonesia tahun 2017-2023 dapat
disajikan ke dalam tabel berikut.

Tabel 1. Data Trend Perkembangan Nilai Transaksi e-commerce di Indonesia
Tahun 2017 — 2023 (dalam Triliun Rupiah)

No. Tahun Nilai '_I'fansaksi_
(dalam Triliun Rupiah)

1. | 2017 Rp. 42 triliun

2. | 2018 Rp. 106 triliun

3. 12019 Rp. 206 triliun

4. | 2020 Rp. 253 triliun

5. 12021 Rp. 401 triliun

6. | 2022 Rp. 476 triliun

7. |2023 Rp. 454 triliun

2 Indonesiabaik.ld. 2018. “Tren Belanja Online Warganet Indonesia”, Tersedia
pada:https://indonesiabaik.id/infografis/tren-belanja-online-warganet-indonesia, (Diakses 7
Oktober, 2024)

3 Alex Kurniawan. 2021 “Tren Belanja Online Selama Pandemi Barang Yang Dibeli
Masyarakat”. Tersedia.



Data trend peningkatan transaksi perdagangan berbasis digital (e-

commerce) di Indonesia selama 2017-2023 pada table di atas dapat disajikan

ke dalam diagram berikut ini.
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Gambar 1. Diagram Trend Perkembangan Nilai Transaksi e-commerce di

Indonesia tahun 2017-2023*

Peningkatan nilai transaksi e-commerce tersebut tentu saja diiringi

dengan meningkatnya jumlah penggunanya. Data yang dirilis Statista Market

Insight pada tahun 2024 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah

pengguna e-commerce di Indonesia dari tahun 2020-2029 mengalami
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https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/670391044e3e7/nilai-transaksi-e-

commerce-di-indonesia-2017-2023, diunduh pada 08 Oktober 2024



https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/670391044e3e7/nilai-transaksi-e-commerce-di-indonesia-2017-2023
https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/670391044e3e7/nilai-transaksi-e-commerce-di-indonesia-2017-2023

peningkatan yang signifikan.® Hal ini ditunjukkan dengan adanya trend
peningkatan dari 38.72 juta pengguna pada tahun 2020 yang diperkirakan
akan meningkat menjadi sebanyak 99.1 juta pengguna pada tahun 2029.
Trend peningkatan pengguna e-commerce di Indonesia tahun 2020-2029

dapat disajikan ke dalam diagram berikut ini.

Gambar 2. Diagram Trend Peningkatan Pengguna E-commerce di Indonesia
Tahun 2020-2029°

Meningkatnya trend perdagangan berbasis digital (e-commerce) di
satu sisi sangat memberikan kemudahan dalam bertransaksi, akan tetapi di
sisi lain akan menimbulkan masalah jika tidak diatur dengan regulasi. Hal ini

berkaitan dengan adanya sifat dari perdagangan berbasis digital (e-commerce)

5 Statista Research Department, “Number of users of e-commerce in Indonesia 2020-2029”,
Artikel, 2024. diunduh dari: https://www.statista.com/forecasts/251635/e-commerce-users-in-
indonesia pada 08 Oktober 2024.

® 1bid.
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itu sendiri, yaitu sifat consumer-to-consumer yang ada dalam e-commerce.
Menurut Chawla & Kumar,” Pembelian online di India seharusnya tunduk
pada aturan yang ketat untuk memastikan keamanan pelanggan, sesuai
dengan rekomendasi dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan
Pembangunan (OCED). Risiko terhadap privasi dan keamanan, perlindungan
transaksi keuangan, dan keamanan produk diatur oleh aturan-aturan ini.
Selain itu, Chawla dan Kumar menekankan bahwa lembaga perlindungan
konsumen harus menjamin bahwa mereka dapat melindungi pembeli online
dan bekerja sama untuk mengatasi masalah internasional.

Peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan keamanan
konsumen sangat penting dalam kaitannya dengan pembelian online. Hal ini
dikarenakan adanya tingkat risiko yang signifikan yang ikut terlibat dalam
perdagangan jenis ini. Ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dan
barang yang diterima bisa saja terjadi, begitu juga dengan penundaan
penerimaan barang yang dibeli karena waktu pengiriman, kemungkinan
kerusakan barang selama pengiriman, dan kemungkinan penipuan.®

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (UUPK) mendefinisikan parameter yang harus dipatuhi oleh
transaksi komersial di Indonesia untuk melindungi konsumen. Pada saat yang
sama, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) juga diterbitkan sebagai respons

7 Neelam Chawla dan Basanta Kumar, “E-commerce and Consumer Protection In India:
The Emerging Trend,” Journal Of Business Ethics, 180(2): 583.
https://doi.org/10.1007/s10551-021-04884-3.

8 Andi Maghfirah Juniar dan Jusrianti, Loc cit.



terhadap aktivitas yang terlibat dalam transaksi online.® Preseden hukum
untuk PP PSTE dapat ditemukan dalam UU No. 19/2016, yang mengubah UU
No. 11/2008, yang merupakan produk dari UU No. 11/2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Beberapa kutipan hukum menjadi penguat untuk melengkapi
kesulitan dalam mengakses jual beli online dalam hal keamanan perlindungan
konsumen. Di antara kutipan hukum tersebut adalah disahkannya Peraturan
Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023, yang mengatur tentang pemberian
izin usaha, penyebaran iklan, pemberian nasihat, dan pengawasan terhadap
pelaku usaha yang bergerak di bidang perdagangan elektronik.

Langkah pertama dalam pengembangan perdagangan elektronik (e-
commerce) adalah pembentukan perjanjian yang mengikat secara hukum
antara Marketplace dan pelaku usaha atau pedagang yang terlibat. Setiap kali
seseorang atau perusahaan terlibat dalam suatu perjanjian, mereka
berkomitmen pada serangkaian hak dan tanggung jawab yang spesifik
terhadap materi perjanjian. Karena semua transaksi elektronik harus disertai
dengan dokumentasi yang tepat.

Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2023, “dalam ranah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE),
setiap orang atau organisasi, baik perusahaan formal maupun bukan, yang

bergerak di bidang perdagangan baik di dalam maupun di luar negeri,” para

9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik.



pelaku e-commerce harus terlebih dahulu mendapatkan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) untuk dapat menjalankan usaha secara legal.t®
Pelanggan akan merasa lebih mudah untuk membeli barang yang mereka
inginkan berkat perdagangan elektronik, terutama di platform jual beli online,
yang juga dikenal sebagai Marketplace.

Marketplace online menghubungkan pembeli dan penjual, yang
sering kali berbasis di satu negara atau wilayah, melalui lokasi online pusat.
Aplikasi Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan masih banyak
lagi yang beroperasi sebagai perantara dalam transaksi online dengan
memfasilitasi pencarian dan pembelian produk dengan menggunakan fitur
penjualan dan metode pembayaran yang aman. Jual beli dapat dilakukan di
mana saja, tidak hanya di lokasi penjual.

Pedagang domestik dan PMSE harus dianggap sebagai ‘“pelaku
usaha” menurut Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun
2017%1,  Sederhananya, Marketplace berfungsi sebagai PFMSE atau
Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Marketplace
mewajibkan setiap pelaku usaha/pedagang (merchant) untuk mencantumkan
deskripsi dan mengunggah foto produk tentang barang dagangannya,
kemudian jika pembeli tertarik dapat langsung melakukan checkout dan
melakukan pembayaran. Dalam pembayaran tersebut disediakan fasilitas

escrow, yaitu rekening bersama yang digunakan untuk menampung dana

10 pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 31 tahun 2023.
11 pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 31 tahun 2023



yang pengadaannya dilakukan dalam kondisi tertentu sesuai dengan
kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan dana tersebut.

Fasilitas escrow yang tersedia dalam transaksi pembayaran di
Marketplace tersebut merupakan salah manifestasi dari perlindungan
konsumen yang diberikan dalam perdagangan berbasis digital (e-commerce).
Perlindungan terhadap konsumen sendiri di dalam Islam tercermin dalam
Qur’an Surah Al Bagarah ayat 279 yang artinya:

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang
dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu
berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan)
dan tidak dizalimi (dirugikan).””*2.

Ayat ini tampaknya membahas tentang riba pada pandangan pertama,
ayat ini sebenarnya berisi pesan-pesan yang dimaksudkan untuk melindungi
konsumen. Dikatakan di akhir ayat bahwa baik penindas maupun yang
tertindas tidak melakukan penganiayaan. Baris terakhir dari makna ayat
tersebut memberikan mandat untuk melindungi konsumen, dengan
mengatakan bahwa pelaku bisnis dan konsumen tidak boleh saling menindas
dan menyakiti. Hak-hak masing-masing pihak (konsumen dan produsen)
terlibat dalam hal ini. Berbisnis dalam pandangan Islam adalah tentang
melakukan apa yang benar dan jujur.®

Hukum Islam melarang kegiatan komersial yang penuh tipu daya dan

tidak adil, seperti bai'al-gharar, yang merupakan jenis perdagangan yang

12 Terjemahan Al Qur’an Surah Al Bagarah ayat 279.
13 Zulham, Hukum perlindungan konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013), him. 41.



melibatkan penipuan karena tidak sepenuhnya terjamin hasilnya.’* Gharar
menurut bahasa artinya ketidakpastian, ketidakjujuran, atau perilaku jahat
yang ditujukan kepada orang lain. Hal ini dikarenakan baik keberadaan
maupun kuantitas objek kontrak, atau penyerahannya, tidak dapat diketahui
dengan pasti, maka kontrak mengandung aspek penipuan.®®

Bentuk kecurangan lain dalam perdagangan yang dilarang dalam
Islam adalah apa yang disebut dengan Gisyah. Sebagai bagian dari
pendekatan ini, barang berkualitas rendah dicampur dengan barang
berkualitas tinggi, atau cacat pada barang itu sendiri dissmbunyikan.®

Regulasi yang dilakukan terhadap perdagangan berbasis digital (e-
commerce) harus mampu melindungi pihak pedagang (merchant) maupun
konsumen secara adil. Hal ini diwujudkan dalam mengakomodasi hak dan
kewajiban antara kedua belah pihak secara adil, kebutuhan untuk memastikan
keselamatan dan keamanan nasabah, kebutuhan untuk menjaga tingkat
persaingan yang bebas dari kepentingan khusus, dan perlunya kerangka kerja
peraturan yang jelas.

Salah satu wujud perlindungan konsumen dalam perdagangan
berbasis digital (e-commerce) adalah adanya kewajiban bagi pelaku usaha
untuk memiliki izin usaha. Izin usaha merupakan sarana penyampaian
informasi kepada masyarakat bahwa kegiatan usaha yang dilakukan telah

memenuhi persyaratan yang berlaku. Salah satu cara pemerintah untuk

14 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh Muamalat), (Jakarta, PT
Raja Grafindo Persada, 2003), him. 147.

15 Ibid.

16 Zulham, Loc cit.
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membantu warganya adalah dengan mengeluarkan izin usaha. Izin-izin ini
berfungsi untuk melindungi hak dan kepentingan pelanggan, menyediakan
lingkungan yang kondusif bagi bisnis untuk berkembang, serta memandu dan
mengawasi tindakan bisnis.}” Adanya kewajiban memiliki izin usaha maka
masyarakat selaku konsumen diberikan jaminan kepastian hukum atas
kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha secara menyeluruh.
Diberlakukannya perizinan usaha dengan sistem terintegrasi melalui OSS
telah mempersingkat sistem perizinan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti
tentang pengaturan perizinan berusaha bagi pelaku usaha dalam perdagangan
melalui e-commerce ditinjau dari Peraturan Menteri Perdagangan No. 31/
2023. Adapun judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Analisis
Yuridis Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha E-commerce terhadap
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau dari Peraturan Perundang-
undangan”.

B. Pembatasan Masalah
Agar pembahasan tidak membias, maka penelitian ini membatasi
permasalahan pada:
1. Aspek Perizinan Berusaha bagi pelaku usaha e-commerce di Indonesia

sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023.

17 Albeth dan Pieter Latumeten, “Izin Usaha Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen (Studi
Kasus Kegiatan Usaha PT LSI yang Tidak Sesuai dengan Izin)” Jurnal llmu Sosial dan
Pendidikan (JISIP), Vol. 7 No. 3 Juli 2023, him. 2202-2206.
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2. Bentuk-bentuk perlindungan konsumen dalam jual beli melalui e-
commerce dibatasi pada perlindungan hukum menurut perspektif Philipus
M. Hadjon.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang sudah
diuraikan pada bagian sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini
dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perizinan berusaha bagi pelaku usaha dalam
perdagangan melalui e-commerce ditinjau dari Peraturan Menteri
Perdagangan No. 31/ 2023?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli
melalui e-commerce?

D. Tujuan Penelitian
Merujuk pada perumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka
tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pengaturan perizinan berusaha bagi pelaku usaha
dalam perdagangan melalui e-commerce ditinjau dari Peraturan Menteri
Perdagangan No. 31/ 2023.

2. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam

jual beli melalui e-commerce.
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E. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang
bersifat teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut ini.
1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya terhadap
hukum perlindungan konsumen dalam pelaksanaan jual-beli dalam
perdagangan berbasis ekonomi digital atau perdagangan elektronik (e-
commerce) dan khususnya yang berkaitan dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha,
Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam
Perdagangan melalui Sistem Elektronik.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis
sebagai berikut:
a. Bagi Pelaku Usaha
Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan
ilmu pengetahuan di bidang hukum mengenai perizinan berusaha
dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik dalam rangka
mengubah bisnis konvensional menuju bisnis berbasis pada ekonomi

digital maupun pelaku usaha yang sudah melakukan bisnis digital.
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b. Bagi Konsumen
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
kepada konsumen dalam proses jual-beli dalam perdagangan berbasis
ekonomi digital atau perdagangan elektronik (e-commerce) mengenai
perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023.
c. Bagi Instansi Terkait
Penelitian ini bertujuan untuk membantu pihak berwenang
terkait mengkaji Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun
2023, yang mengatur tentang perizinan usaha, periklanan, panduan,
dan sistem elektronik untuk mengawasi pelaku usaha. Temuan-
temuan yang dihasilkan akan berguna untuk tinjauan ini. Sehingga
dapat mewadahi perlindungan pelaku usaha dalam bidang ekonomi
digital maupun konsumen yang terlibat dalam transaksi ekonomi
digital.
d. Bagi Peneliti
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi peneliti untuk menambah wawasan tentang hukum perlindungan
konsumen dalam proses jual-beli dalam perdagangan berbasis
ekonomi digital atau perdagangan elektronik (e-commerce)
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31

Tahun 2023.
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F. Kerangka Berpikir

Hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di bawah hukum
dijamin untuk semua orang sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang
Dasar 1945. Perlindungan konsumen adalah gerakan yang bertujuan untuk
melindungi konsumen dengan menetapkan perlindungan hukum yang jelas.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang perlindungan
konsumen. Hak dan tanggung jawab pedagang dan pelanggan diuraikan
dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlu ada peraturan yang memberikan kepastian hukum kepada
konsumen untuk melindungi mereka dari potensi bahaya dari perkembangan
perdagangan berbasis digital (e-commerce), yang menawarkan banyak
manfaat tetapi juga membuat mereka rentan terhadap kejahatan.

Hal inilah yang mendasari Kementerian Perdagangan Republik
Indonesia untuk mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun
2020 menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2017, yang
mengatur tentang perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan
terhadap pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Salah
satu ketentuan terpenting dalam Peraturan Menteri Perdagangan 31/2023
adalah Klarifikasi dari beberapa model bisnis penyedia layanan PMSE,
termasuk perdagangan sosial dan Marketplace. Optimalisasi pengawasan dan
saran PMSE, terutama dalam hal perizinan, pajak, dan pembatasan
perdagangan lainnya, dapat dicapai dengan definisi ini. Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 menyatakan bahwa pasar dan peritel
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daring harus menampilkan dan menukar bukti kesesuaian dengan standar
produk.

Argumen yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon adalah salah satu
argumen yang sering dikutip terkait dengan undang-undang perlindungan
konsumen. Hadjon berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk
melindungi martabat manusia dan mengakui hak asasi manusia individu yang
dianggap sebagai subjek hukum. Hukum tidak dimaksudkan untuk sewenang-
wenang, melainkan untuk berfungsi sebagai sistem norma yang dirancang
untuk mencegah kerugian.®

Perlindungan hukum, menurut Hadjon, dapat bersifat preventif atau
represif. Sebelum keputusan pemerintah ditetapkan, Sebagai bagian dari
perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberi kesempatan untuk
menyuarakan keprihatinan atau komentar yang mereka miliki. Sengketa juga
dicari melalui perlindungan hukum yang menindas.*®

Kerangka berpikir tersebut di atas selanjutnya dapat divisualisasikan ke

dalam diagram berikut ini.

18 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Edisi Khusus
Cetakan Pertama, (Surabaya: Penerbit Peradaban, 2007), him. 5.
19 Ibid.



16

Pasal 28D
Avat (1) UUD

L

UU No. 8
Tahun 1999

—_—
Permendag
No. 31 1“:]

: 1

~
Perizinan Berusaha bagi Pelindungan Hukum
Pelaku Usaha bags Konsumen dalam

E-commerce J jual-beli di E-commerce

Peraturan Peniziman Usaha bag
pelaku Usaha dalam negen
Peraturan Pennzinan Usaha bagn
pelaku Usaha dari luar negen
Pengawasan Iklan Elektronik
Penangan dan pemutusan akses
iklan elektronik

Bentuk-bentuk perfindungan hukun
menurut teori Philipus

* Perlindungan hukum preventif

* Perlindungan hukum represif

Gambar 3. Diagram Kerangka Berpikir

G. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pendekatan
perundang-undangan (Statue Approach) dalam penelitian hukum
normatif dan pendekatan konseptual. Statue memiliki pengertian sebagai
regulasi dan legislasi, sehingga pendekatan statue approach memiliki
pengertian sebagai pendekatan yang memakai regulasi dan legislasi
(undang-undang). Adapun pendekatan konseptual adalah pendekatan
yang membangun konsep untuk dijadikan acuan dalam penelitian melalui

asas-asas hukum dan doktrin-doktrin dari pandangan para sarjana hukum
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dari berbagai negara. Sebuah penelitian normatif harus menggunakan
pendekatan perundang-undangan karena aturan hukum merupakan tema
sentral dari penelitian.?

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menggunakan
aturan hukum dalam perlindungan konsumen dan aturan perizinan
sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 31
Tahun 2023. Selanjutnya, Penelitian ini juga menggunakan pendekatan
konseptual, yaitu dengan mendapatkan pemahaman tentang prinsip-
prinsip dan asas-asas ilmu hukum dalam rangka mengkonstruksi kasus
hukum untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (teknik
penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif, menurut Peter
Mahmud, adalah “suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum,
prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab
permasalahan hukum yang dihadapi”.?* Penelitian hukum normatif
menurut Soekanto dan Mamuji dikatakan sebagai penelitian hukum yang
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara “meneliti bahan

kepustakaan (data sekunder) yang mencakup: penelitian asas-asas hukum,

20 Johny lbrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang, Penerbit
Bayumedia Publishing, 2018), him. 57.

21 Gjgit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, Metodologi Riset Hukum,
(Karanganyar: Oase Pustaka, 2020), hIm. 29
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sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal,
perbandingan hukum dan sejarah hukum.”?

Pendapat lain tentang penelitian hukum normatif dikemukakan
olen Johny Ibrahim yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif
adalah “suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran
berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya”.2® Hal ini
diartikan bahwa logika keilmuan yang digunakan dalam penelitian hukum
normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara—cara kerja ilmu
hukum normatif,

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang
dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif,
karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data
utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian
lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka
(bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis
besar ditujukan kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap
sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian
terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.

Penelitian ini menggunakan berbagai macam sumber hukum,
termasuk undang-undang, peraturan, kasus hukum, kontrak, perjanjian,

teori, dan pendapat ilmiah. Penelitian yang bertujuan untuk memastikan

22 Elan Jaelani (Ed.). Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Penerbit Widina Bhakti

Persada: 2023), him. 43

45

23 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press, 2020), him.
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kebenaran dengan menganalisis aspek normatif dari ilmu hukum atau
implementasi norma dalam peraturan perundang-undangan positif
dikarakterisasikan oleh Ibrahim sebagai penelitian hukum normatif,
dengan tujuan untuk menemukan solusi terhadap isu-isu hukum yang
nyata.?

Teori-teori, konsepsi-konsepsi, asas-asas hukum, dan aturan-aturan
yang bersifat khusus merupakan hasil yang diharapkan dari penelitian ini.
Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian hukum normatif harus
mencakup®: a). studi tentang prinsip-prinsip hukum; b). studi tentang
sistem hukum; c). studi tentang sinkronisasi hukum secara vertikal dan
horizontal; e). studi tentang perbandingan hukum; e). studi tentang
sejarah hukum..

3. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian
a. Sumber Data
Ada dua kategori utama informasi yang diperlukan untuk
penelitian hukum: data primer dan data sekunder. Berikut ini adalah
penjelasan mengenai kedua jenis data tersebut:
1) Data primer
Informasi yang dikumpulkan terutama dari studi empiris, atau studi

yang dilakukan di masyarakat, dikenal sebagai data primer dalam

24 Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, (Malang, Penerbit
Bayumedia Publishing, 2018), him. 57.

%5 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), him. 13
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bidang hukum.?® Data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya,
seperti wawancara langsung dengan pemangku kepentingan yang
relevan atau orang lain yang dapat menjawab pertanyaan penelitian,
dikenal sebagai data primer.
2) Data Sekunder
Data primer didukung dan dilengkapi oleh data sekunder. Soerjono
Soekanto menyatakan bahwa data sekunder terdiri dari berbagali
sumber, seperti buku-buku, catatan-catatan pemerintah, dan laporan-
laporan yang merinci hasil-hasil penelitian.?’ Menurut Soerjono
Soekanto, data sekunder terdiri dari hal-hal seperti catatan-catatan
pemerintah, buku-buku, dan makalah-makalah yang merinci hasil-
hasil penelitian.?®
Dalam penelitian ini, jenis data yang dipergunakan adalah data
sekunder. Data sekunder adalah data pendukung vyaitu data
kepustakaan yang diperoleh dari studi dokumen/studi pustaka dari
bahan-bahan pustaka.?®
b. Bahan Hukum Penelitian
Terdapat tiga macam bahan pustaka yang digunakan penulis
dalam penelitian ini. Ketiga macam bahan hukum yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

26 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him 192.

27 Soerjono Soekanto, Op cit, him. 12.

28 | bid.

29 Johny lbrahim, Op cit, him. 306.
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1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, menurut Fajar dan Achmad® adalah bahan

hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi,

putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Sumber-sumber

hukum utama yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana

b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata

¢) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

d) Undang —Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Undang — Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

f) Undang Undang Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

g) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

h) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang
Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan
Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

i) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 31 Tahun

2023 tentang Perizinan, Periklanan, Pembinaan, dan

30 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Ibid, him. 157.
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Pengawasan Pelaku Usaha yang Melakukan Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik.
2) Bahan hukum sekunder
Secara khusus, dokumen hukum sekunder adalah dokumen yang
dapat menjelaskan teks-teks hukum dasar.3® Bahan hukum
sekunder dalam penelitian ini dapat berupa:
a) Buku-buku yang berkaitan dengan pokok bahasan, baik hukum
maupun ilmiah.
b) Jurnal-jurnal hukum dan sosial yang terkait dengan subjek
yang akan diteliti.
c) Temuan-temuan dari penelitian yang relevan dengan penelitian
yang diusulkan.
d) Literatur yang ada tentang topik yang akan menjadi fokus
investigasi.
e) Sumber-sumber daring yang berkaitan dengan masalah yang
sedang diselidiki.
3) Bahan hukum tersier

Kategori ketiga dari sumber daya hukum mencakup materi
instruksional, yang berfungsi sebagai ringkasan dan analisis dari
dua kategori pertama, primer dan sekunder.3? Bahan hukum tersier

terdiri dari:

31 Soerjono Soekanto, Op cit, him. 14.
32 1bid, him. 15.
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a) Kamus Hukum
b) Kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan
penelitian hukum normatif, Peneliti dalam penelitian ini adalah dengan
studi kepustaan atau library research®, Johny Ibrahim mengutip
Bruggink dalam bukunya yang mengatakan bahwa penelitian
kepustakaan atau yang juga dikenal dengan studi literatur adalah proses
pengumpulan data melalui penelaahan teks-teks hukum primer, sekunder,
dan tersier. Bahan pustaka tersebut dikumpulkan dengan menggunakan
alat untuk menunjang penelitian antara lain perangkat komputer. Selain
itu jaringan internet juga dibutuhkan untuk mengakses berbagai informasi
yang berkaitan dengan penelitian ini.3*

Wawancara juga memberikan peneliti data sekunder yang
digunakan dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan informasi secara
lisan, peneliti sering menggunakan wawancara, yang terdiri dari
serangkaian pertanyaan dan jawaban antara peneliti dengan narasumber.®
Wawancara dilakukan secara langsung/bertatap muka oleh peneliti
dengan narasumber yang merupakan dosen pembimbing, dengan
mengajukan pertanyaan terbuka yaitu berupa pertanyaan dasar, ataupun

pertanyaan Klarifikasi mengenai penafsiran hukum terhadap pasal-pasal

33 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, Loc cit.
34 Johny Ibrahim, Op cit, him. 323.
35 Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Op cit, him. 116
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dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 yang berkaitan
dengan perlindungan konsumen.
5. Analisis Data

Metode analisis kualitatif kemudian digunakan untuk memeriksa
data yang terkumpul. “Memberikan deskripsi yang jelas dan ringkas
tentang data berkualitas tinggi dengan menggunakan frasa yang teratur,
berurutan, logis, tidak tumpang tindih, dan dipilih untuk membantu
interpretasi data dan pemahaman analisis”, demikianlah yang dimaksud
oleh Abdulkadir saat menjelaskan tentang analisis kualitatif.”

Proses analisis data kualitatif melibatkan pencatatan informasi
yang terkumpul dan kemudian menggunakan penalaran induktif untuk
menarik hubungan antara informasi tersebut dengan prinsip-prinsip dan
aturan-aturan hukum yang relevan.®” Dengan terlebih dahulu menerapkan
perangkat normatif, seperti interpretasi dan konstruksi hukum, dan
kemudian menganalisis data secara kualitatif, logika induktif
memungkinkan seseorang untuk beranjak dari contoh-contoh konkret ke

generalisasi yang lebih luas tentang masalah dan tujuan penelitian.

36 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Cet. 111, (Bandung: PT. Citra
AdityaBakti: 2014), him. 127.
37 Ibid, him. 10
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H. Sistematika Skripsi

Penyusunan laporan dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 bab.
Adapun sistematika penyusunan laporan penelitian ini dapat diuraikan
sebagai berikut.

Bab | adalah Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar
belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, metode penelitian
dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab Il adalah Landasan Teori. Bab ini menguraikan tentang teori-teori
yang akan digunakan dalam membedah masalah yang dirumuskan dalam
penelitian ini. Adapun teori yang dibahas dalam penelitian ini meliputi teori
tentang perlindungan hukum konsumen, konsumen dan pelaku usaha,
perdagangan e-commerce, dan pembahasan tentang Peraturan Menteri
Perdagangan No.31 Tahun 2023.

Bab 11l adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas
mengenai pengaturan perizinan berusaha bagi pelaku usaha dalam
perdagangan melalui e-commerce ditinjau dari Peraturan Menteri
Perdagangan No. 31/ 2023 dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen
dalam jual beli melalui e-commerce sesuai dengan Peraturan Menteri
Perdagangan No. 31/ 2023 dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999

Bab IV adalah Simpulan dan Saran. Bab ini membahas tentang
jawaban-jawaban dari pokok masalah yang dibahas panjang lebar pada bab

sebelumnya, yaitu jawaban mengenai pengaturan perizinan berusaha bagi
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pelaku usaha dalam perdagangan melalui e-commerce ditinjau dari Peraturan
Menteri Perdagangan No. 31/ 2023 dan bentuk perlindungan hukum bagi
konsumen dalam jual beli melalui e-commerce sesuai dengan Peraturan
Menteri Perdagangan No. 31/ 2023. Selain itu, bab ini juga menguraikan
mengenai saran-saran imajinatif dan kreatif merupakan rekomendasi yang

sangat baik dalam penelitian.



